BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 111 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Non Formal Dinas
Pendidikan dar. Kebudayaan Kabupaten Purworejo.

1

2,

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Inclonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);



S. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Unit
Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar menjadi
Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran
Daerah Kaoupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1
2.

P

Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Purworejo.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya di sebut
DINDIKBUD adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Purworejo.

Kepala Dinas Pendidikan can Kebudayaan yang selanjutnya di
sebut Kepala DINDIKBUD adalah Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Purworejo.

Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat SPNF,
adalah unsur pelaksana tugas teknis pada DINDIKBUD yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang di bidang pendidikan nonformal.



8.

10.

(1)
(2)

(1)

(2)

Kepala Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Kepala
Satuan Pendidikan, adalah kepala unit kerja pada DINDIKBUD
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu.

. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi

dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlien dan ketrampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk SPNF pada DINDIKBUD.
SPNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT tipe A.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

SPNF berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala DINDIKBUD.

SPNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
yang dijabat oleh Pamong Belajar sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

SPNF mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang pada DINDIKBUD di bidang
pendidikan nonformal.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
SPNF menyelenggarakan fungsi:

a.

pelayanan pendidikan nonformal;



b. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik
dan masyarkat;

c. pelaksanaan administrasi pada SPNF; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DINDIKBUD
sesuai bidang tugas dan fungsi.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi SPNF terdiri dari:
a. Kepala ;
b. Urusan Tata Usaha;dan
c. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi SPNI® sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala

Pasal 7
Kepala sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat ( 1) huruf a,
meémpunyar tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi SPNF
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Ketiga
Urusan Tata Usahg

Pasal 8

(1) Urusan Tata Usaha berkedadukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala SPNF.,

(2) Urusan Tata Usaha sebagamana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Urusan.

Pasal 9
Urusan Tata Usaha mempunyai ugas:

a. melaksanakan urusan administrasi kurikulum;
b. melaksanakan urusan admiristrasi peserta didik;
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melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
melaksanakan urusan administrasi keuangan;
melaksanakan urusan administrasi sarana dan prasarana;
melaksanakan urusan administrasi hubungan masyarakat;
melaksanakan urusan administrasi persuratan;
melaksanakan urusan administrasi pengarsipan;
melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi pelaporan;
melaksanakan urusan rumah tangga;
melaksanakan urusan :ata usaha;
melaporkan pelaksanaen tugas;dan

- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala.

JrETrsemoan

Bagian Keempat
Jabatan Fungsional

Pasal 10

(1) Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis
fungsional pada Satuan Pendidikan Nonformal.

(2) Pejabat Fungsional s:zbagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung
kepada Jabatan Pengawes.

(3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan
fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 11
Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan

Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 12
Kepala SPNF, Kepala Urusan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional

dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Il:.?su[:)ati. &



Pasal 13

Kepala SPNF, Kepala Urusan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional
dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen
yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala SPNF dan Kepala Urusan Tata
Usaha wajib menerapkar prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkup SPNF yang bersangkutan maupun
antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing- masing.

(2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelenggaraan
tugas SPNF dibawah koordinasi DINDIKBUD.

Pasal 15

(1) Kepala SPNF dan Kepala Urusan Tata Usaha bertanggung jawab
dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan
serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-
masing.

(2) Kepala SPNF dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan
masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

(3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala SPNF dan Kepala Urusan Tata Usaha dapat
menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(4) Setiap laporan yang diterime. oleh Kepala SPNF dan Kepala Urusan
Tata Usaha dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan dalam
penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Kepala Urusan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional menyampaikan
laporan kepada Kepala SPNIY, dan berdasarkan laporan tersebut
Kepala urusan Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala SPNF
kepada Kepala DINDIKBUD.

BABV
KEPEGAWAIAN
Pasal 17

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

J



Pasal 18

Kepala SPNF, Kepala Urusan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional
diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja  Unit
Pelaksana Teknis Unit Pelatsana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal
Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 91
Seri D Nomor 28) dicabut den dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 2 “eptember <021
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Diundangkan di : Purworejo
pada tangg : 2L September 2021
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BERITA DAF KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 202NOMOR111SERI 0 NOMOR :¢



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 111 TAHUN <UL

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NON
FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO

BAGAN ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURWOREJO

KEPALA
SPNF

SUBBAGIAN
TATA USAHA

JABATAN FUNGSIONAL

T
T
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o 19 V195 Djakerta, 23 Pebruari 1959.-
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FEPALL DIIVATEN FENDIDTLAN MACTARACAT
.'(1 KEMENTERIAN P.P. dan X,

JA { lota Kepala Urucan Fendidiken Tencga den Xeder untuk 2.K.D.
tmggal 20 Pobruari 1959 tentang perlunje merbuko sebueh
logli P.L.P.M. di Propinsl Djava Tengch, jaknl didaerch Ko~
bupaten Purworedjo.

MEN IMBANG 1 1., Behwa guna rentjoba meruletizon uccha? pendidiken ma-

sjarakat perlu membuka cebuch P.L.P.M. legi di Prcpin-
gl Djawa Tengah.

2. Bohwa daerah jeng ada kemmgkinen untuk pertjcbaecn itu

~ adalah kabupaten Purvoregd jo.

%, Behwa pembukaan P.L.P.M. ini ecdaleh sebagal tambehon
den bereifat chuaus.

MENG INGAT ¢+ 8.P. Menteri P.P.dan K. tanggal 12 feptember 1957 lio.
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21.

SALTHAN dieeupaikan kepada ¢

87868/ tentang pembukean P.L.P.M,

MEMUTUESEKAN:

Terhitung dari tenggal 1 Djamuari 1959, membuka sebuzh
P.L.P.M, di, -
Acistenan Kutoardjo, Kab.Purwored)o Djawa Tengch.

o

Kepala Djawatan PendidiZan Meonic—a¥-%
Kerenterian ,F.P. dan K-

Kabinat Preciden. )
Kabinet Perdana Menteri.
gekretariat Dewan Menteri.
Semia Kementerian.
Theeaurl Negerc Kementerian Keuangan,

Perwakilan Dewan Pengavas Keuangen di JogjakZarta.

Dewan Pengavac Keuangan d1’ Bogor. ‘"
Sekretariat Sekel E. D.P.R. - ¥
Djawatan Perbendaharaan dan Kae2 Negeri.

Semua lantor Fusat Perbsndaharaan. :

Djawatan Perd jalencn dan Tjabang2nja.

Kentor Uruoan Pegaval di Djakarta.

€erma Gubernur Bupati dan Walikota. -

femma Perwackilan P.P.dan K, Propinsi,

Kepala Deerch Istimewa Jogjakarta. . oA g
€emua Djawaton, Biro, Dinas, Lerbage den Baglan Pusat Xem.P.P.V.
Semua Kantor Inepeksi Pendidikan Marj)arokat Kabupaten.

Direktur K.P.P.M. Jogjlakarta.

Pemimpin Kureue Pembimbing Pendidiken MasJaraket

Medan, Tjiandjur, Jogja daen Makaeear.

Bemia PoLnPoM- e ' :

Semua Tjamat didaerah P,.L.P.M,

Dipindai dengan CamScanner



